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Teori Kepastian Hukum 

Aristoteles dalam bukunya Rhetorica menjelaskan, bahwa tujuan hukum 

adalah menghendaki keadilan semata-mata; dan isi (materi muatan) hukum 

ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa 

yang dikatakan tidak adil. Menurut teori ini, hukum mempunyai tugas suci 

dan luhur, yakni keadilan dengan memberikan kepada tiap-tiap orang, apa 

yang berhak diterima, serta memerlukan peraturan tersendiri bagi tiap-tiap 

kasus. Untuk terlaksananya hal tersebut, maka menurut teori ini, hukum 

harus membuat apa yang dinamakan algemene regels (peraturan/ketentuan 

umum); dimana peraturan/ketentuan umum ini diperlukan masyarakat demi 

kepastian hukum. Kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin 

ketenteraman dan ketertiban dalam masyarakat, karena kepastian hukum 

mempunyai sifat sebagai berikut: 

a) adanya paksaan dari luar (sanksi) dari penguasa yang bertugas 

mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat dengan 

perantara alat-alatnya; 

b) sifat undang-undang yang berlaku bagi siapa saja. 

 Kepastian hukum ditujukan pada sikap lahir manusia, ia tidak 

mempersoalkan apakah sikap batin seseorang itu baik atau buruk, yang 

diperhatikan adalah bagaiman perbuatan lahiriahnya. Kepastian hukum 

tidak memberi sanksi kepada seseorang yang mempunyai sikap batin yang 

buruk, akan tetapi yang diberi sanksi adalah perwujudan dari sikap batin 

yang buruk tersebut, atau menjadikannya perbuatan yang nyata atau konkrit. 

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-



 

 

undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara 

jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan 

(multitafsir), dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan 

norma lain, sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. 

Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian peraturan perundang-

undangan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi 

norma. 

 Menurut Gustav Radbruch, terdapat dua macam pengertian 

kepastian hukum, yaitu kepastian hukum oleh karena hukum, dan kepastian 

hukum dalam atau dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak 

kepastian hukum dalam masyarakat adalah hukum yang berguna. Kepastian 

hukum oleh karena hukum memberi dua tugas hukum yang lain, yaitu 

menjamin keadilan hukum serta hukum harus tetap berguna; sedangkan 

kepastian hukum dalam hukum tercapai, apabila hukum tersebut sebanyak-

banyaknya undang-undang. Dalam undang-undang tersebut tidak terdapat 

ketentuan-ketentuan yang bertentangan (undang-undang berdasarkan suatu 

sistem yang logis dan praktis). Undang-undang dibuat berdasarkan 

rechtswerkelijkheid (keadaan hukum yang sungguh-sungguh) dan dalam 

undang-undang tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan 

secara berlain-lainan. 

 Dalam prakteknya, apabila kepastian hukum dikaitkan dengan 

keadilan hukum, maka akan kerap kali tidak sejalan satu sama lain. Adapun 

hal ini dikarenakan disatu sisi tidak jarang kepastian hukum mengabaikan 

prinsip-prinsip keadilan hukum, sebaliknya tidak jarang pula keadilan 



 

 

hukum mengabaikan prinsip-prinsip kepastian hukum. Apabila dalam 

prakteknya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan 

hukum, maka keadilan hukum yang harus diutamakan. Alasannya adalah, 

bahwa keadilan hukum pada umumnya lahir dari hati nurani pemberi 

keadilan, sedangkan kepastian hukum lahir dari suatu yang konkrit. 

 


